
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR38 TAHUN 2020

TENTANG

PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 328 ayat (1) undang-
undang nomor 23 tahun 2014 ten tang pemerintah daerah 

dalam rangka manajemen kas pemerintah daerah dapat 
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka 

pendek uang milik daerah yang sementara belum 

digunakan sepanjang tidak memngganggu likuiditas 
keuangan daerah, pelaksanaan tugas-tugas daerah dan 

kualitas pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang negara/daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, 
bendahara umum daerah dapat menempatkan uang daerah 

pada rekening di bank sentral/bank umum yang 

menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang 

berlaku.
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 Peraturan 

pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk 
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat



lainnya, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu 

menetapkan peraturan bupati Pohuwato tentang
Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk 

Deposito.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran 
negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan 
lembaran negara nomor 4400);



r

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang negara/daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 

2007 Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato tahun 2019 Nomor 218);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENEMPATAN
UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM 

BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bendahara Umum Daerah adalah selanjutnya disebut BUD selaku PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum daerah;
6. Rekening Kas Umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah;
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk -bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakyat banyak;

8. Deposito adalah penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan 

beijangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan 
terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak badan. 
dan simpanan ini tetap berada di bank selama deposan belum 

membutuhkan;



9. S uku  bunga  Deposito ada lah  nilai yang h a ru s  diberikan oleh p ihak  bank  

kepada n a sab a h  sebagai im balan a ta s  s im panan  n asab ah  on call adalah  

d a n a  n asab ah  dengan ju m la h  d an  jan g k a  w aktu  te rten tu  b erd asark an  

perjan jian  n asab ah  peny im panan  dengan bank  yang han y a  d ap a t d itarik  

dengan sy ara t p em ebritahuan  sebelum nya;

10. Deposito berjangka ada lah  penem patan  d an a  pem erin tah  daerah  dalam  

k u ru n  w aktu  1 (satu) bu lan  sam pai dengan 12 (dua belas) bu lan  yang 

d ap a t d iperpan jang  secara  otom atis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) U ntuk  optim alisasi pem anfaa tan  uang  daerah  yang d igunakan  dan  m asih  

tersim pan  p ad a  rekening  giro k as  um um  daerah ;

(2) U ntuk  m eningkatkan  pen d ap a tan  daerah ;

(3) U ntuk  m eningkatkan  perkem bangan  perekonom ian daerah  m elalui 

pe layanan  perbankan .

BAB III

KEWENANGAN 

Pasal 3

(1) Kepala daerah  selaku  pem egang k a k u a sa a n  pengelolaan keuangan  daerah  

berw enang m elaksanakan  penem patan  uang  daerah  dalam  ben tuk  

deposito p ada  bank  um um .

(2) Kewenangan kepala daerah  sebagaim ana d im aksud  ay a t (1) te rsebu t 

d ia ta s  d idelegasikan kepada  PPKD selaku BUD.

(3) Dalam  rangka  penem patan  uang  daerah  PPKD selaku BUD berw enang 

m enetapkan  b a ta s  m aksim al ju m lah  penem patan  uang  d aerah  dalam  

b en tu k  deposito a ta s  p e rse tu ju an  kepala daerah .

(4) Penem patan  u an g  daerah  dalam  ben tu k  deposito d ilak sanakan  dalam  

rangka  m engelola kelebihan k a s  yang d iu k u r a ta s  d a sa r ana lisa  

k eb u tu h a n  belanja daerah  a ta u  peren can aan  kas.



BAB IV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN BANK UMUM

Pasal 4

B ank um um  yang d itu n ju k  oleh Pem erintah D aerah  K abupaten Pohuw ato 

h a ru s  sesua i dengan  kriteria  dan  p ersy ara tan  u n tu k  m enyim pan u an g  daerah  

dalam  b e n tu k  deposito dengan m em perha tkan  k e ten tu an  yang d ikeluarkan  

oleh B ank Indonesia.

Pasal 5

Perjanjian kem itraan  :

1. Dalam  rangka  pe lak san aan  penem patan  u an g  daerah  dalam  ben tu k  

deposito d itu an g k an  dalam  su ra t  perjan jian  K erjasam a (PKS) a n ta ra  

pem erin tah  daerah  dengan  p ihak  b an k  um um .

2. S u ra t perjan jian  kerjasam a sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) te rseb u t 

d ia ta s  paling sedikit m em uat :

a. Iden titas kedua  belah pihak;

b. R uang lingkup pekerjaan;

c. Hak d an  kew ajiban ked u a  belah p ihak

d. Penyam paian laporan;

e. D enda dan  sangsi;

f. K eadaan k a h a r (force m ajure);

g. Penyelesaian perselisihan;

h. P erubahan  a ta s  perjanjian; dan

i. Ja n g k a  w aktu  perjanjian .

BAB V

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

PADA BANK UMUM 

Pasal 6

(1) K ebu tuhan  k as d iu k u r a ta s  d a sa r an a lisa  k eb u tu h an  belan ja  daerah  

dalam  1 (satu) b u lan  dengan perband ingan  saldo k a s  p ada  bu lan  

berkenaan .



(2) Dalam  hal te ijad i kelebihan kas, BUD d a p a t m enginvestasikan  Uang 

D aerah dalam  b en tu k  deposito berjangka w aktu  1 (satu) bu lan  yang d ap a t 

d iperpan jang  secara  o tom atis pada  rekening B ank Um um , u n tu k  

m em peroleh m anfaat ekonom i, sosial d a n /a ta u  m anfaat lainnya 

sepan jang  tidak  m enggangu liku id itas keuangam  daerah .

(3) Penem patan  uang  daerah  dalam  b en tu k  deposito m erupakan  sa lah  sa tu  

strategi pengelolaan dan  pengendalian  k as u n tu k  m endapatkan  m anfaat 

a ta s  kelebihan kas.

(4) P e laksanaan  investasi uang  daerah  dalam  b en tu k  deposito h a ru s  d ap a t 

d ipastikan  bahw a BUD d ap a t m enarik  uang  te rseb u t sebagian a ta u  

se lu ru h n y a  ke rekening k as U m un D aerah  pada  sa a t d iperlukan  sebelum  

ja tu h  tem p o , ta n p a  d ik e n a k a n  P inalti.

(5) Penerim aan bunga  a ta s  investasi u an g  daerah  d a lam  ben tu k  deposito 

m erupakan  p e n d ap a tan  daerah .

(6) Penerim aan bunga  a ta s  investasi u an g  d aerah  dalam  ben tu k  Deposito 

sebagaim ana d im aksud  ayat (5) langsung  d ip in d ah b u k u k an  ke Rekening 

Kas U m um  D aerah.

Pasal 7

(1) Penem patan  U ang daerah  dalam  ben tu k  Deposito yang d ilakukan  h a ru s  

te tap  d ap a t m enun jang  kelancaran  program  Pem erintah K abupaten 

Pohuw ato p ada  T ahun  Anggaran yang sedang  berjalan.

(2) P enem patan  Uang daerah  dalam  b en tu k  Deposito yang d is im p an  pada 

B ank Um um  h a ru s  m em perha tikan  tingkat su k u  bunga  yang kompetitif.

BAB VI

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM 

BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

Pasal 8

(1) Investasi uang  daerah  dalam  ben tu k  deposito yang d ilakukan  oleh BUD 

dengan terlebih d ah u lu  m em buat pe ijan jian  kerjasam a a n ta ra  BUD 

dengan B ank um um  m elalui p e rse tu ju an  bupati.



(2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam 

bentuk deposito pada bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan 

likuiditas Keuangan Daerah.
(3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal dan 

janka waktu penempatan uang daerah dalam bentuk deposito beserta 

bank yang ditunjuk.
(4) Apabila usulan tersebut disetujui oleh Bupati, maka BUD membuat surat 

Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank sebagai tempat 
penyimpanan Deposito yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat 

perjanjian Keijasama (PKS).
(5) BUD membuat surat penempatan deposito yang kemudian disampaikan 

kepada bank umum yang ditunjuk untuk penempatan deposito atas nama 

pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato

Pasal 9
(1) Bank umum yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan uang daerah 

dalan bentuk deposito mempunyai kewajiban :
a. Menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang 

daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari keija sejak 

disampaikannya surat penempatan deposito;
b. Memberikan bunga deposito sesuai suku bungayang disepakati;
c. Melaporkan perkembangan penempatan uang daerah dalam bentuk 

deposito yang memuat catatan transaksi saldo serta suku bunga 

deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD pada setiap 
akhir bulan; dan

d. Memberikan informasi berkaitan dengan adanya perubahan suku 

bunga deposito.
(2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c 

tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini.



BAB VII
PENCAIRAN DEPOSITO PADA BANK UMUM 

Pasal 10
(1) Bupati melalui BUD dapat melakukan pencairan sebagian atau 

seluruhnya uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan 

menyampaikan surat perintah pencairan deposito sebagai pemberitahuan 

tertulis kepada Bank umum yang ditunjuk.
(2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD bank umum segera 

melakukan konfirmasi kepada BUD berkaitan dengan pencairan deposito 

paling lambat 2 (dua) Jam sebelum melakukan pemindahbukuan.
(3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo, maka 

perhitungan bunga deposito berdasarkan pada peraturan dan ketentuan 

yang berlaku di bank umum atau sesuai kesepakatan antara pemerintah 

daerah dengan bank umum yang tercantum pada perjanjian kerjasama.

BAB VIII
EVALUASI DAN REKONSILIASI 

Pasal 11
(1) BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian 

kerjasama kemitraan dan resiko penempatan pada bank umum, paling 

sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Hasil evaluasi berkala sebagimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan 

pertimbangan dan kelanjutan peijanjian kemitraan dengan bank.

Pasal 12
(1) BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan 

uang daerah yang didepositokan pada bank umum yang ditunjuk.
(2) BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan transaksi 

saldo jumlah deposito dan bunga deposito dengan bank umum, pemegang 
kas dan pihak lain yang terkait.



\ . *

BAB IX 

PELAPORAN 

Pasal 13

BUD m enyam paikan  laporan  a ta s  pengelolaan deposito kepada  bupa ti setiap  

awal bu lan .

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14

P elaksanaan  P enem patan  u an g  daerah  dalam  b en tu k  deposito d ilak sanakan  

b e rd asa rk an  perjan jian  kerjasam a (PKS) yang telah  di tan d a tan g an i oleh kepala 

BKD selaku BUD dengan p ihak  b an k  um um .

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8

P era tu ran  ini m ulai berlaku p ada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  o rang  m engetahu inya, m em erin tahkan  p e ru ndangan  p e ra tu ran  ini 

dengan penem patannya  dalam  berita  daerah  K abupaten Pohuw ato .

D itetapkan  di M arisa

D iundangkan  di M arisa

Pada Tanggal 22 Juni 2020

Pj. Sekretaris D aerah |£a^>upaten Pohuw ato,

fSKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR . 38
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PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO
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